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ABSTRACT

The termination or disconnection of electricity and water services by
apartment developers or managers due to the non-payment of environmental
maintenance fees (luran Pemeliharaan Lingkungan/IPL) frequently gives rise to
disputes between residents and apartment management. Such practices raise legal
issues, particularly concerning the protection of residents’ fundamental rights as
consumers and the limits of developers’ authority in managing vertical housing.
This situation prompts questions regarding the legality of the unilateral termination
of essential utility services.

This study aims to analyze whether the unilateral disconnection of
electricity and water due to unpaid IPL can be categorized as an unlawful act (tort),
and to examine the legal responsibility of developers in carrying out such actions.
This research employs a normative legal research method using statutory and
conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and
tertiary sources, which are analyzed qualitatively.

The findings indicate that the unilateral disconnection of electricity and
water by apartment developers or managers cannot be automatically justified,
despite residents’ obligation to pay IPL. Such actions potentially fulfill the elements
of an unlawful act, as they violate consumers’ rights to comfort, safety, and proper
living conditions, and contravene the principles of proportionality and good faith.
Therefore, developers or managers bear legal responsibility to pursue IPL
collection through lawful mechanisms without depriving residents of their
fundamental right to essential utility services.

Keywords: Unlawful Act, Environmental Maintenance Fees, Apartment Housing



ABSTRAK

Pencabutan atau pemutusan layanan listrik dan air oleh pengembang atau
pengelola apartemen akibat tidak dibayarkannya iuran pemeliharaan lingkungan
(IPL) merupakan fenomena yang kerap menimbulkan sengketa antara penghuni
dengan pengelola hunian vertikal. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum,
khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak dasar penghuni sebagai konsumen
serta batas kewenangan pengembang dalam mengelola apartemen. Kondisi ini
menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas tindakan pemutusan utilitas dasar
yang dilakukan secara sepihak oleh pengembang atau pengelola.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pencabutan listrik dan
air secara sepihak akibat tunggakan IPL dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan
melawan hukum (PMH), serta untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum
pengembang atas tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan listrik dan air secara
sepihak oleh pengembang atau pengelola apartemen tidak serta-merta dapat
dibenarkan, meskipun terdapat kewajiban penghuni untuk membayar IPL.
Tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena
melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan kelayakan hunian, serta
bertentangan dengan asas proporsionalitas dan itikad baik. Oleh karena itu,
pengembang atau pengelola tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk
menyelesaikan penagihan IPL melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan
hukum dan tanpa menghilangkan hak dasar penghuni atas utilitas esensial.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, luran Pemeliharaan Lingkungan,
Hunian Apartemen
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